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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. 

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional 

dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) 

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang 

dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih 

operasional. 

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang 

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi 

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi 

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun 

oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan 

demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD 

Propinsi dan APBN 

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis 

untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program 

dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh 

kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, 

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan 

fungsi SKPD. 

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 
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proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan 

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan 

persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai 

RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. 

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan 

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. 

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu padakerangka 

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan 

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan 

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap 

kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan 

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.  

Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya 

Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam 

menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. 

 

1.2. Landasan Hukum 

 Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

8) UU No.32/2004 tentang Pemerintah daerah 

9) UU.No.24/2007 tentang penanggulangan bencana 

10) PP No.39 /2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Renbang 

11) PP No. 21 /2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

12) Permendagri No.27 /2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam 

Penanggulangan Bencana 

13) Permendagri No.27 /2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam 

Penanggulangan Bencana 

14) Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana 

15) Permendagri No.33 / 2006 tentang  Pedoman Umum Mitigasi Bencana 

16) Permendagri No.38 /2008 tentang Penerimaan Pemberian Bantuan Luar  

Negeri 

17) Permendagri No.46 /2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Penggulangan Bencana Daerah 

18) Permendagri No.57 /2007 tentang  Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah 

19) Permendagri No.66 / 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 

20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 108/2000 tentang tata cara 

pertanggung jawaban Kepala Daerah 
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21) Peraturan Presiden  No 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2004-2009 

22) Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7/1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

23) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ/2005 tentang 

Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah 

24) Perda Kota Semarang No.13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan bencana Kota semarang 

25) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Susunan   

Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Semarang. 

26) Instruksi Walikota Semarang No 184.5/19/2003 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

27) Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tanggal 30 

Desember  2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota 

Semarang. 

28) Perwal No 11 tahun 2009 tentang Prosedur tetap Tata cara 

Penanggulangan Bencana kebakaran dan bencana lainnya dikota 

Semarang. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan renja SKPD adalah: 

1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi 

pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis. 

2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada 

RKPD Kota Semarang. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

  BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016 

 BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pennggulangan Bencana Daerah tahun lalu 

dan Capaian Renstra SKPD 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Semarang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. 

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, sejauh mana target kinerja dan capaian 

tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian 

program (Renstra SKPD) ditahun 2016 adalah : 

Tabel 2.1 

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan. 

No Kegiatan Realisasi 

 

NIHIL NIHIL 
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Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran                

yang  direncanakan. 

Tabel.2.2. 

Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah  

Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan. 

 

  

 

 

 

URUSAN WAJIB SOSIAL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH            91,39 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran            93,82 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat           100,00 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            82,17 

Penyediaan jasa kebersihan kantor            98,73 

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja            97,53 

Penyediaan Alat Tulis Kantor            91,23 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            98,77 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor            96,01 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            99,62 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           100,00 

Penyediaan Makanan dan Minuman            99,34 

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            94,43 

Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi            93,93 

Belanja penyelesaian administrasi kepegawaian            92,85 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            83,36 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor            99,20 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional            81,57 

Pemeliharaan Rutin Berkala Meubeler            96,46 

Pengelolaan web site            81,67 

Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

 Persentase 

Realisasi                

( % ) 
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Kegiatan-kegiatan tersebut di atas telah memenuhi/ sesuai dengan target kinerja. 

Hal ini dikarenakan pelaksanaan/ realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Sumber: LKPJ BPBD Kota Semarang 2016 

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            97,60 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD            97,89 

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun            99,73 

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran            99,56 

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran            97,30 

Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)            98,29 

Penyusunan Renstra            97,77 

Penyusunan LKPJ skpd            97,59 

Penyusunan Renja            93,81 

Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu            97,09 

Penyusunan RKA dan DPA murni           100,00 

Penyusunan RKA dan DPA perubahan           100,00 

Program penyelengaraan penanggulangan bencana            91,45 

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam            65,26 

Gladfi lapang penanganan bencana            94,01 

Operasional Posko dan Penanganan Bencana Kota Semarang            94,39 

Pemetaan Rawan Bencana            93,62 

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan            95,74 

Pengelolaan Kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial                 -   

Koordinasi Penanggulangan Bencana pada pasca bencana            85,65 

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana            97,98 

Pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan bencana            93,08 

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara            96,85 

Penanggulangan dan evakuasi korban bencana            83,10 

Rencana kontingensi kebencanaan            82,85 

Pengelolaan bantuan korban bencana            74,59 

Peningkatan SDM Rescue            86,53 

Pelatihan Teknik DALA PB ( Perhitungan Kerusakan dan Kerugian pasca bencana )            83,45 

Peningkatan Sumber Daya Manusia Kelurahan Siaga Bencana            99,27 
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Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran 

kegiatan tahun 2016 sudah berjalan dengan baik sebesar 97,67%. 

 B a d a n  Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 yang 

secara umum disusun sebagai media akuntanbilitas, berisikan informasi — informasi 

bagi pengelolaan (managemen) kegiatan — kegiatan serta program — program 

pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Semarang dalam Tahun Anggaran 2016. 

Dan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja terhadap Kegiatan, 

Program dan Kebijakan serta pembobotan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang Tahun 

2016 dikategorikan  Sangat  Baik. Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan 

terhadap pencapaian Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 secara detail dapat 

digambarkan seperti tabel 2.4 (Lampiran 1) 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang 

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Semarang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. 

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang 

terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah. 
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Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Semarang 

No  Indikator 
SPM 

Nasional 

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian 

Tahun 2014 

(Thn n-2 ) 

Tahun 

2015 

(Thn n-1) 

Tahun 

2016 

(Thn n) 

Tahun 

2014 

(Thn n-2) 

Tahun 

2015 

(Thn n-1) 

1 

Persentase (%) korban 

bencana skala 

kabupaten/kota dalam 1 

tahun yang menerima 

bantuan sosial selama 

tanggap darurat 

80% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Persentase (%) korban 

bencana skala 

kabupaten/kota yang 

dievakuasi dengan 

menggunakan sarana 

prasarana tanggap 

darurat lengkap dalam 1 

(satu) tahun 

80% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ; 

a.    Kepala Pelaksana 

b. Sekretariat Terdiri dari : 

1) Sub bagian  Perencanaan & Evaluasi 

2) Sub bagian Umum & Kepegawaian 

3) Sub bagian Keuangan 
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c.   Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari : 

1) Seksi Pencegahan 

2) Seksi Kesiapsiagaan 

d. Bidang kedaruratan dan Logistik terdiri dari : 

1) Seksi kedaruratan 

2) Seksi Logistik 

e.   Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari : 

1) Seksi Rehabilitasi 

2) Seksi Rekontruksi 

f.   Jabatan Fungsional 
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Tabel 2.5 

DATA PERALATAN BPBD KOTA SEMARANG 

TAHUN 2016 

PERALATAN BAIK
RUSAK 

RINGAN
RUSAK BERAT

1 2 3 4 12 13 14 15

BPBD BPBD Mobil Rescue Double Cabin Unit 1 1

BPBD BPBD Mobil Rescue Pasukan Unit 1 1

BPBD BPBD Mobil Ford Ranger Double Cabin Unit 1 1

BPBD BPBD Mobil Pick Unit 1 1

BPBD BPBD Mobil Pick Up Box Unit 1 1

BPBD BPBD Mobil Dapur Umum BNPB Unit 1 1

BPBD BPBD Truck Pasukan Unit 1 1

BPBD BPBD Motor Trail Rescue Unit 5 5

BPBD BPBD Motor Suzui Thunder Unit 4 4

BPBD BPBD Motor Suzuki Smash Unit 2 2

BPBD BPBD Motor Honda Revo Unit 2 2

BPBD BPBD Motor Yamaha Jupiter Unit 3 3

BPBD BPBD Motor Honda Vario 150 3 3

BPBD BPBD Motor Honda Verza 2 2

BPBD BPBD Perahu Karet (Kapasitas 10 orang) Unit 7 3 4

BPBD BPBD Mesin Perahu Karet (Kapasitas 18 PK) Unit 7 5 2

BPBD BPBD Tenda Posko Unit 1 1 1

BPBD BPBD Tenda Pleton Unit 2 2

BPBD BPBD Tenda Pengungsi 2 2

BPBD BPBD Tenda Regu Unit 3 3

BPBD BPBD Tenda Keluarga Unit 6 1 5

BPBD BPBD Tenda ( isi 6 orang ) Unit 5 5

BPBD BPBD Velbed Set 12 4 3 5

BPBD BPBD HT Set 54 54

BPBD BPBD RIG Unit 17 17

BPBD BPBD SSB Unit 1 1

BPBD BPBD Lampu Senter HID Search Light Unit 3 3

BPBD BPBD Lampu Senter LED Search Light 40 30 10

BPBD BPBD Genset 5 KVA Unit 6 4 2

BPBD BPBD Water Treatment Portable Set 1 1

BPBD BPBD Matras Buah 144 40 104

BPBD BPBD Tandu Evakuasi Buah 4 3 1

BPBD BPBD Pelampung Buah 166 80 86

BPBD BPBD Lampu Kabut Buah 1 1

BPBD BPBD Coral Shoes Buah 20 20

BPBD BPBD Tenda Gulung lembar 30 30

BPBD BPBD Senso Kecil Unit 3 1 2

BPBD BPBD Senso Sedang Unit 14 10 4

BPBD BPBD Senso Besar Unit 1 1

BPBD BPBD Mesin Potong Rumput Unit 2 2

BPBD BPBD Kaos Kaki selam katak Unit 8 8

KONDISI
LOKASI GUDANG

JENIS BARANG

SATUAN

STOCK BARANG AKHIR BULAN DESEMBER 2016

JUMLAH
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyiapkan personil sejumlah 26 

orang dari rescue BPBD dan 29 dari relawan yang semuanya merupakan tenaga lapangan 

untuk ( SAR ) yang sewaktu-waktu dibutuhkan dilapangan apabila terjadi bencana di 

wilayah kota Semarang selama 24 jam. 

Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah cukup 

melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi standar operasional 

prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana 

keinginan masyarakat. 

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang 

1) KONDISI INTERNAL 

Kebijakan pembangunan bidang ini diarahkan pada penciptaan rasa aman, tertib 

dan aspiratif terhadap munculnya kerawana.n-kerawanan bencana lain yang 

dapat meresahkan masyarakat yang dapat diidentifikasi dalam dua faktor yaitu 

faktor-faktor kekuatan dan faktor kelemahan. 

a. Faktor Kekuatan : 

Adapun yang termasuk faktor kekuatan eksistensi pelayanan kebencana 

antara lain : 

1) Peraturan Perundang-undangan yang yang mcngatu1 to Mang organisai 

penanggulangan bencana 

2) Implementasi kebijaktm otonomi daerah sebagai pemberdayaan 

"empowering" 

BPBD BPBD Selang Udara Selam Unit 3 3

BPBD BPBD Pelampung Bulat Buah 5 3 2

BPBD BPBD Pompa Air Unit 4 3 1

BPBD BPBD Peralatan Selam Set 2 1 1

BPBD BPBD Peralatan SCBA Unit 2 2

BPBD BPBD Sepatu Karet Buah 30 30

BPBD BPBD Mesin Bor Unit 2 2

BPBD BPBD Peralatan Dapur Paket 15 10 5

BPBD BPBD Kompor  Seba Guna Unit 22 22

BPBD BPBD Peralatan Panjat Tebing Set 2 2

BPBD BPBD Mesin Kompresor Unit 2 2

BPBD BPBD Basket Strecher Unit 1 1

BPBD BPBD Scoop Strecher Unit 1 1

BPBD BPBD Action Cam Unit 1 1

BPBD BPBD Hand Stacker Unit 1 1

681JUMLAH
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3) Adanya straktur dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang 

 

b. Faktor Kelemahan : 

Faktor Kelemahan eksistensi Pelayanan penanggulangan bencana antara 

lain: 

1) Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran operasional 

Organisasi Badan Penanggulangan Bcncana Daerah Kota Semarang 

2) Sistem dan Prosedur Pelayanan Penanggulangan Bencana yang belum 

baku.  

3) Kompetensi dan profesionalisme SDM Penanggulangan Bencana yang 

masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal. 

4) Infrastuktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung 

peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana, seperti, jaringan 

jalan, sistem komunikasi, pos Penanggulangan Bencana, dan 

sebagainya. 

5) Koordinasi antar Instansi terkait masih belum maksimal (misalnya 

dengan non Organislsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Semarang dalam satu lingkup Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, dan 

lain-lain). 

6) Kejadian Bencana sering berakibat fatal 

7) Bencana akibat alam & ulah manusia scring bermuara pada Bencana 

8) Meningkatnya kesenjangan dalam sistem penangulangan Bencana 

oleh Unit penangulangan Bencana, misalnya respontime yang masih 

tinggi, tumpulnya efektivitas penangulangan Bencana dsb  

9) Peraturan dan standar-standar teknis tentang Bencana masih 

terbatas 

10) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengurangan 

resiko bencana (PRB) 
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2) KONDISI EKSTERNAL 

Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana di Perkotaan 

merupakan acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan 

mengendalikan penyelenggaraan manajemen penanggulangan Bencana 

diperkotaan, termasuk dalam rangka proses perizinan, RPJMI) yang belum 

berbasis kebencanaan 

Ketentuan teknis ini bertujuan untuk dapat terselenggaranya manajemen 

penanggulangan Bencana di perkotaan secara tertib, dan terkondisikan. 

a. Peluang 

Isu Yang Berkembang & Mempengaruhi Pengembangan Tim Reaksi Cepat 

Penanggulangan Bencana (TRC). 

Faktor peluang eksistensi pelayanan Penanggulangan bencana 

dideskripsikan dalam hal berikut : 

1) Adanya potensi sumberdaya di kota semarang yang masih dapat 

diberdayakan dan dimanfatkan secara optimal 

2) Dukungan pemerintah pusat dan pimpinan pada pemerintah kota 

semai ang 

3) Aktivitas-aktivits masyarakat di kota Semarang yang dapat 

memperlancar terselenggaranya pelayanan Penanggulangan bencana. 

Berbagai isue yang berkembang dewasa ini perlu diantisipasi karcna 

membawa pengaruh terhadap pengembangan Isue-isue tersebut antara lain 

adalah : 

1) Tuntutan globalisasi / perdagangan bebas yang menghendaki 

ditiadakannya hambatan-hambatan teknis antara lain dengan 

melaksanakan harmonisasi standar (standard aligment) 

2) Tuntutan akan quality control & assessment dalam rangka pelayanan 

prima / akuntabilitas. 

3) Bawasannya setiap orang berkepetingan dalam masalah pengamanan 

terhadap bahaya bencana (safety is everybody business). 

4) Penerapan knowledge-based policy dalam setiap la -igkah / kebijakan 



Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Tahun 2017 ~~ 16 ~~ 

yang diambil atau ditetapkan. 

5)  Tuntutan prolesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk 

dalam masalah pencegahan dan penanggulangan bencana. 

6)  Implemantasi otonomi daerah / desentralisasi. 

7)  Pendekatan performance-based dalam peraturan dan desain sistem 

proteksi bencana. 

8)  Tuntutan akan hak asazi dan hak perlindungan konsumen. 

9)  Perubahan paradigma pengelolaan bencana yang dulunya reaktif 

menjadi terencana. 

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini clan isue yang 

berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kclemhagaan 

atau unit Tim Reaksi Cepat P13 (TRC). Salah saw rcalisasi dari nafas paradigma 

baru adalah perubahan orientasi visi dan missi. Sehagai masukan dalam 

menentukan Visi adalah adanya kenyataan hahwa TRC mencakup aspek 

pencegahan, penanggulangan dan pembinaan / pcnyuluhan kepada 

masyarakat. Sasarannya adalah emergency dan resque serta rehabilaasi . 

Realisasi lainnya adalah peningkatar peran TRC dan pen,ngkatan 

institusinya.schingga perlu dibuat unit pcngurangan bencana menuja 

masyarakat kota semarang yang tanggu i bencana Mungkin diwujuclkan 

melalui kelurahan tangguh bencana atau bentuk kecilnya dasawisma tangguh 

bencana dengan menerapkan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis 

Komunitas (PRBBK) 

b. Ancaman 

Faktor Ancaman Eksistensi Pelayanan Penanggulangan Bencana antara  

lain  : 

1) Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. 

2) Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek/sumber bencana 

didaerah rawan bencana, seperti gedung dan bangunan perumahan / 

tanah longsor,rob ,banjir clan lain-lain. 

3) Sebagian besar obyek / sumber bencana, khususnya gedung / bangunan 

dibangun tidak / belum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 



Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Tahun 2017 ~~ 17 ~~ 

yang mendukung pada Konsep Pembangunan Berkelanjutan, sehingga 

berpotensi pada perusakan tata guna lahan dan belum memeliki sistem 

proteksi terhadap bencana yang memadai. 

4)  Kondisi iklim / cuaca daerah Kota Semarang yang dalam kurun waktu 

tertentu berada dalam kondisi yang kurang baik, terutama pada musim 

kemarau. 

5)  Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian 

masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan kawasan 

hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola 

penanganan yang memadai. 

Dinamika perkermbangan diperkotaan memunculkan seiumlah 

permasalahan yang perlu diatasi secara sistemik dan terencana. Dikaitkan 

dengan masalah bencana, problem yang dihadapi oleh kota antara lain adalah : 

1) Pertambahan jumlah & mobilitas penduduk kota mempengaruhi 

sistem pencegahan dan penanggulangan bencana baik langsung 

maupun tidak langsung. 

2) Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya hidran 

kota /, bak-bak tandon, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos 

Penanggulangan bencana dsb. 

3) Berkentbangnya kawasan-kawasan hunian, industri & perdagangan 

yang memperlukan antisipasi pola penanganan berbeda, misalnya 

pada : 

  kawasan perumahan 

  kawasan padat penduduk termasuk kawasan kumuh (slum area) 

  kawasan pertokoan / business district 

  kawasan bersejarah / pariwisata 

  kompleks bangunan gedung tinggi 

  kawasan atau lingkungan industri 

  kawasan khusus termasuk bandara 

yang berpotensi timbulnya bencana seperti banjir,rob tanah longsor 
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,angin puting beliung, dll 

4) RI TTR / RDTR pada umumnya belum memasukan master plan 

sumber air untuk Penanggulangan bencana . Adanya master plan 

sumber air ini memudahkan instansi yang, berwenang mengatur 

tindakai, pengamanan kawasan terhadap bahaya bencana seperti 

penempatan pos-pos bencana pengadaan sarana dan prasarana 

kebencanaan. 

5) KinerjaTRC masih menghadapi banyak kendala, antara lain : 

  kondisi SDM yang relatif kurang profesional 

  kondisi sarana dan peralatan yang memerlukan perbaikan dan 

penambahan. 

  Jumlah posko Bencana yang relatif kurang dibandingkan dengan luas 

wilayah yang harus dilindungi. 

  Peran TRC yang belum diikut sertakan dalam proses perijinan 

bangunan. 

  Anggaran biaya operasional yang terbatas. 

6) Peran institusi asuransi belum signifikan, sebenarnya institusi 

asuransi terbantu dalam meningkatkan jumlah bangunan yang aman 

bencana karena TRC melalui Perda Penanggulangan bencana

 menuntut bangunan-bangunan gedung dilengkapi dengan sistem 

peralatan proteksi bencana Dengan kelengkapan proteksi bencana 

maka premi asuransi bisa berkurang. Kondisi ini diharapkan akan 

meningkatkan jumlah klien asuransi. Dengan demikian terbuka 

peluang meningkatnya jumlah klien seperti bangunan tinggi, 

industri dsb. Badan-badan asuransi dinegara-negara maju sangat 

berperan dalani persyaratan aman bencana, yang ditunjang dengan 

lembaga serti fikasi. 

7) Pengaturan & standar teknis dibidang proteksi bencana masih 

terbatas. Walaupun demikian secant bertahap dilakukan 

penyusunan ban', revisi dan evaluasi. Hal paling penting adalah 

sosialisasi dari standar-standar dan peraturan tersebut. 
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8) Kesadaran masyarakat masih petit' ditingkatkan. Ini merupakan 

kewajiban bagi '1 RC untuk sceara berkala menyelenggarakan acara 

sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya 

tindakan pencegahan dan penanggulangan bencana di lokasi 

masing-masing. Program early warning system (EWSP) yang 

dilakukan setiap tahun sangat diperlukan. 

c. Isu-isu Stategis 

1) lndikator-Indikator Dalam rangka Peningkatan Efektivitas Operasi (TRC) 

Dalam rangka penerapan knowledge-based policy periu dilakukan 

berbagai kajian untuk peningkatan kinerja TRC termasuk dalam 

pengusulan sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana 

yang menunjang efektivitas operasi TRC. Hal ini perlu dilakukan dengan 

mengingat minimnya acuan atau referensi termasuk standar-standar 

yang dimiliki kualifikasi yang dapat diterima 

2) Upaya Peningkatan Kinerja TRC 

Peningkatan kinerja TRC sudah menjadi tutntutan dalam rangka 

menyelaraskan dengan perkembangan perkotaan, antisipasi terhadap 

bahaya bencana, status emergency dan rescue yang dewasa ini 

meningkat intensitasnya. Manajemen TRC memiliki karateristik yang 

unit berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang bersifat dinamis. 

Beberapa upaya yang perlu dilakukan baik secara serentak maupun 

bertahap sesuai kondisi masing-masing, antara lain sebagai berikut : 

a) Institusi Badan Penanggulangan Benca Daerah Kota Semarang 

Tim Reaksi Cepat  ( TRC) 

b) Kinerja BPBD Kota Semarang melalui pelaksanaan dan 

koordinatif. 

c) Peningkatan regulasi pendukung 

d) Peningkatan / Pembinaan SDM 

e) Pembinaan sarana & peralatan 

f) Penyempurnaan sistem dan metoda 

g) Pembinaan & kemitraan dengan masyarakat 
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 

merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk 

mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1  tahun ke depan. Oleh 

karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabuapaten/Kota, DPRD, dan masyarakat 

memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan 

tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.  

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD 

menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan 

penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana 

tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk 

memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acauan bagi SKPD dalam 

menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang 

dijalankan oleh SKPD mendukung dalam pencapaian target RKPD. 

Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerinatah Kota Semarang tahun 

2016, maka Program dan Kegiatan BPBD Kota Semarang tahun 2016 dapat digambarkan 

seperti lampiran 3 pada Tabel 2.8. 

 

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 

1.   Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan 

Mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan , membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan.  

2.      Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 

Kedaruratan dan logistik 

3.     Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
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BAB III 

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

1.1  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah 

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatip terhadap munculnya 

kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat 

meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan 

bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset 

yang dapat terselamatkan dapat meningkat, dengan mengambil langkah-langkah 

sebagai  berikut : 

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur badan Penanggulangan Bencana 

daerah Kota Semarang yang berdiclikasi tinggi peduli serta antisipatip. 

2. Memberikan pelayanan prima claim bidang pencegahan, Tanggap darurat dan 

penyelamatan dengan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya bahaya Bencana yang dapat menyebabkan kerugian harta Benda, 

korban manusia dan terganggunya arus lalu lintas, proses produksi barang dan 

jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya ketenangan 

masyarakat bahkan dapat menghambat laju perekonomian 

3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan 

kepada masyarakat dengan cara memberdayaan warga masyarakat dan 

meningkatkan peran serta masyarakat.(empowering) 

4. Meningkatkan kerjasama dengan instasi terkait sehingga terjalin hubungan 

kemitraan antara instansi terkait, masyarakat dalam kerangka perlindungan 

dari ancaman bahaya Bencana (hazard) 

Adapun penjabaran tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

1. Unsur Pengarah 

a. Memberikan masukan dan saran kepada kepala BPBD 

b. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana 

c. Pelaksanaan pemantauan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 
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d. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  

2. Unsur Pelaksana 

Unsur Pelaksana mempunyai fungsi sebagai Koordinasi, komando dan pelaksana 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggotaan unsure pelaksana 

terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Tugas dari unsure pelaksana meliputi pra 

bencana saat tanggap darurat,dan pasca bencana secara terinteregrasi. 

Unsur Pelaksana terdiri dari : 

1.  KA LAK 

KALAK mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dan fungsi BPBD. 

2.  Sekretariat 

Tugas Sekretariat adalah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang Sekretariat, Bidang 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

1) Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

perencanaan dan evaluasi; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD; 

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang 

perencanaan dan evaluasi; 

d) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD; 

e) Menyiapkan bahan penyusunan produk BPBD 

f) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD; 

2) Sub Bag Keuangan 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja 
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anggaran di bidang keuangan; 

c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

keuangan; 

d) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi , dan pelaporan di bidang 

keuangan; 

 

3) Sub Bag Umum dan Kepegawaian 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 

kepegawaian; 

 

b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

kepegawaian; 

c) Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, 

keperpustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan 

kehumasan; 

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventaris, pemeliharaan 

sarana prasarana kantor; 

e) Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundang di bidang 

umum dan kepegawaian; 

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan; 

g) Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi kepegawaian; 

 

3.  Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan 

Mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan , membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan.  

Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan terdiri dari 2 (dua) seksi , yaitu : 

1) Seksi Pencegahan 
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a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang 

pencegahan; 

b) Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap 

sumber bahaya atau ancaman bencana; 

c) Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan 

pengelolaan sumber daya alarn yang secara tiba-tiba dan/atau 

berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; 

d) Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara 

tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman 

atau bahaya bencana; 

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi 

potensi daerah rawan bencana (sekaligus sebagai bahan masukan. 

penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup); 

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi 

rawan bencana; 

g) Menyiapkan bahan "pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang Pencegahan; 

 

2) Seksi Kesiapsiagaan  

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Kesiapsiagaan; 

b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang Kesiapsiagaan; 

c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah; 

d) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang 

Kesiapsiagaan; 

e) Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana 

penanggulangan kedaruratan bencana; 

f) Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian 

sistem peringatan dini; 
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g) Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan 

pemenuhan kebutuhan dasar; 

h) Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan 

gladi tentang mekanisme tanggap darurat; 

i) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi; 

j) Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan 

pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; 

k) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, 

barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan 

sarana. 

4.  Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 

Kedaruratan dan logistik. 

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (dua) seksi , yaitu : 

1) Seksi Kedaruratan 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Kedaruratan; 

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat 

terhadap lokasi, kerusakan, dan surnber daya; 

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat 

bencana; 

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 

masyarakat terkena bencana; 

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok 

rentan; 

f) Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar; 

g) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat 

terhadap kejadian bencana;  

h) Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional 
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penanggulangan bencana; 

i) Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait 

dalam penyiapan tempat evakuasi; 

2) Seksi Logistik 

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang Logistik; 

b) Menyiapkan bahan pengkoordinasian petaksanaan tugas di bidang 

Logistik; 

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengeiolaan logistik, perbekalan, 

sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana; 

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan 

penanggulangan bencana;  

e) Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik; 

f) Menyiapkan bahan pembinaan, pernantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang Logistik; 

g) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Logistik; 

h) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 

Logistik; 

i) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi 

Logistik; 

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

5.  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

1) Seksi Rehabilitasi 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Rehabilitasi; 
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b) Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah 

bencana; 

c) Menyiapkan bahan.pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana 

umum; 

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan 

rumah masyarakat; 

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis; 

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

g) Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik; 

h) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonorni budaya; 

i) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan 

ketertiban; 

j) Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana 

dan barang bantuan bencana; 

k) Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan—kebutuhan dalam 

pemberian bantuan kepada masyarkat korban bencana; 

2) Seksi Rekonstruksi 

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Rekonstruksi;  

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana 

dan sarana; 

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial 

masyarakat; 

d) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan 

sosial budaya masyarakat; 

e) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang 

tepat dan penggunaan peralatan yang Iebih baik dan tahan bencana; 

f) Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga 

dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; 
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g) Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah 

bencana bersama Instansi terkait; 

h) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, 

dan budaya; 

i) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan 

publik; 

j) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 

pengendalian di bidang Rekonstruksi; 

k) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Rekonstruksi; 

6.  Kelompok Jabatan Fungsional 

Melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

7.  RESCUE 

Resque bertugas : 

a) Melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

b) Memonitoring daerah rawan bencana; 

c) Siap Siaga dalam menghadapi bencana; 

d) Menyiapkan laporan kejadian bencana; 

e) Menyalurkan bantuan terhadap korban bencana; 

f) Memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat terkait dengan bencana; 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 dan 

Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Badan penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang, dimana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan otonorni daerah di bidang bencana.  
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1. Tugas Pokok BPBD Kota Semarang 

a. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  

b. Memantapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan Kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil 

dan setara; 

c. Memantapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan 

d. Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) 

e. Menyusun,menetapkan dan menginformasikan peta awan bencana 

f. Menyusun,menetapkan dan menginformasikan peta resiko bencana 

g. Menyusun dan menetapkan protap penanggulangan bencana 

h. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota 

setiap bulan sekali baik dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

i. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam 

penanggulangan bencana 

j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yg diterima dari APBD; 

k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan perUndang-Undangan 

2. Fungsi BPBD Kota Semarang 

a. Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha penanggulangan bencana 

b. Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat bencana 

termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat; 

c. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap 

unit-unit Penanggulangan bencana, instansi pemerintah , swasta dan 

masyarakat dibidang usaha pencegahan penanggulangan bencana: 

d. Pelaksaraan peningkatan ketrampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama 

dengan instansi lain yang terkait didalam penanggulangan bencana; 
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e. Pengelolaan urusan ketatausahaan BPBD Kota Semarang; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya 

 

1.2   Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota  

Semarang 

A. Tujuan  

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan 

lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan 

misi. Tujuan yang akan dicapai adalah : 

1. Terwujudnya kemampuan SDM  (Human resoerces capability)yang profesional 

2. Terwujudnya  peningkatkan pelayanan Penanggulangan bencana  

3. Terwujudnya sarana dan prasarana  penanggulangan bencana yang memadai 

4. Terinventarisasinya data daerah rawan bencana 

5. Berupaya meningkatkan  kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja. 

6. Terwujudnya  Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berbasis komunitas. 

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan   bencana 

8. Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bencana. 

B. Sasaran  

       Sebagai Kota Metropolitan, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur 

dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas 

pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset pemerintah kota Semarang 

baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan.  Dalam suasana 

iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan 

dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang 

bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, Untuk 

itu sasaran  yang akan  dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, 

pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai 

berikut : 
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a. Mengupayakan kualitas personil yang handal dan terampil melaui pendidikan dan 

pelatihan aparatur. 

b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya bencana melaui 

sosialisasi Perda 

c. Memberdayakan warga masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara 

berkala. 

d. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang bencana dengan 

mempertimbangkan faktor monografi dan topografi dengan cara menambah pos-

pos pelayanan bencana. 

e. Mengupayakan deklinasi frekuensi bencana guna menekan angka kerugian baik 

jiwa maupun materiel. 

f. Pelibatan BPBD kota Semarang dalam perencanaan RJPMD 

g. Menjalin hubungan kemitraan dengan instansi  terkait, masyarakat dalam rangka 

perlindungan keselamatan dari ancaman bencana. 
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1.3   Program dan Kegiatan 

Adapun rumusan rencana program / kegiatan BPBD tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana lampiran 3 (Tabel 3.1). 

TABEL 3.1 

RENCANA KERJA BPBD  KOTA SEMARANG  - TAHUN ANGGARAN 2017 

 
Pagu

Masukan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif

1.1.05.1.1.05.04 4.071.380.000

1.1

1.1.05 4.071.380.000

1.1.05.1.1.05.04.01 1.209.113.000

1. Masukan : 3.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 177.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 27.000.000

2. SDM : 5

3. Waktu : 1 tahun

1. Masukan : 86.130.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 60.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 75.550.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

50.255.5001.1.05.1.1.05.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPBD Kota semarang 12.00 bulan Pengadaan alat tulis kantor 

selama 1 Tahun 4 bulan

alat tulis kantor 100 Persen 75.550.000

124.080.000

1.1.05.1.1.05.04.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan 

Peralatan Kerja

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Perbaikan peralatan kantor 12 

bulan

kelancaran pekerjaan 100 Persen 60.000.000 76.970.000

1.1.05.1.1.05.04.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Pembayaran jasa kebersihan 

kantor 12 bulan

terjaganya kebersihan kantor 12 

Bulan

86.130.000

233.300.000

1.1.05.1.1.05.04.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 

Dan Perizinan Kendaraan Dinas / 

Operasional

Peningkatan kapasitas sdm bpbd 

kota semarang 12.00 bulan

Perpanjangan SIM dan KIR 

kendaraan dinas operasional 

12 bulan

Terpenuhinya perpanjangan Surat-

surat kendaraan Dinas 1 Tahun

27.000.000 27.000.000

1.1.05.1.1.05.04.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air Dan Listrik

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Terbayarnya listrik, air dan 

internet 12 bulan

kelancaran listrik, air dan internet 

kantor 12 Bulan

177.000.000

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.05.1.1.05.04.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD Kota semarang 12.00 bulan terkirimnya surat menyurat 

OPD 12 bulan

pengiriman surat-surat 12 Bulan 3.000.000 3.000.000

Kode Rekening Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan

Prakiraan Tahun 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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1. Masukan : 10.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 58.933.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 52.500.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 225.000.000

2. SDM : 4

3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 30.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 260.000.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 120.000.000

2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 24.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

15.000.0001.1.05.1.1.05.04.01.145 Kegiatan Penyediaan Publikasi 

Dan Dokumentasi

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Publikasi melalui media 

massa kebencanaan 6 bulan

penyebarluasan informasi publik 

tentang BPBD kota semarang 6 

Bulan

24.000.000

512.400.000

1.1.05.1.1.05.04.01.032 Penyediaan Jasa Pengamanan Peningkatan kapasitas sdm bpbd 

kota semarang 12.00 bulan

Penyediaan jasa keamanan 

kantor 12 bulan

keamanan dan ketertiban kantor 12 

Bulan

120.000.000 130.170.000

1.1.05.1.1.05.04.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan 

Konsultasi Ke Luar Daerah

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Rapat-rapat koordinasi Luar 

daerah dan dalam daerah 

selama 1 Tahun

hasil rapat atau koordinasi ke 

instansi terkait 12 Bulan

260.000.000

243.790.000

1.1.05.1.1.05.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan 

Minuman

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Makan minum rapat 12 bulan tersedianya makan minum rapat 12 

Bulan

30.000.000 55.212.000

1.1.05.1.1.05.04.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor sarana dan prasarana 

kebencanaan 100.00 persen

bahan bakar minyak 12 bulan kelancaran kinerja 12 Bulan 225.000.000

58.933.000

1.1.05.1.1.05.04.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Penyediaan peralatan rumah 

tangga 4 bulan

tersedianya peralatn rumah tangga 

100 Persen

52.500.000 58.200.000

1.1.05.1.1.05.04.01.013 Penyediaan Peralatan Dan 

Perlengkapan Kantor

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 1 Tahun

bertambahnya peralatan dan 

perlengkapan kantor 100 Persen

58.933.000

1.1.05.1.1.05.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan 

Penggandaan

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan 4 bulan

tersedianya barang cetakan 100 

Persen

10.000.000 36.812.500
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1.1.05.1.1.05.04.02 239.870.000

1. Masukan : 50.370.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 124.500.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 40.000.000

2. SDM : 7

3. Waktu : 3 bulan

1. Masukan : 25.000.000

2. SDM : 4

3. Waktu : 12 bulan

1.1.05.1.1.05.04.06 201.469.000

1. Masukan : 13.969.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 80.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 14.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 2 bulan

1. Masukan : 14.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 2 bulan

1. Masukan : 10.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

16.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.020 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Akhir Tahun

Dokumen skpd 100.00 persen Penyusunan pelaporan akhir 

tahun 1 dok

dokumen akhir tahun 7 Dokumen 10.000.000 12.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.010 Penyusunan Lakip Dokumen skpd 100.00 persen Penyusunan LAKIP OPD 1 

dok

dokumen LAKIP 7 Buku 14.000.000

161.540.000

1.1.05.1.1.05.04.06.006 Penyusunan Lkpj Skpd BPBD Kota semarang 12.00 bulan Penyusunan LKPJ 1 dok dokumen LKPJ 7 Buku 14.000.000 16.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.005 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 

Bendahara Dan Pembantu

Peningkatan kapasitas sdm bpbd 

kota semarang 12.00 bulan

Honor PA, PPK, bendahara 

dan pembantu 12 bulan

peningkatan kinerja 12 Bulan 80.000.000

31.600.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1.1.05.1.1.05.04.06.002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 

Kegiatan Skpd

Dokumen skpd 100.00 persen Terlaksananya Monitoring, 

Evaluasi Dan Pelaporan 

Kegiatan Selama 1 Tahun

Dokumen Perencanaan 1 Tahun 13.969.000 13.969.000

1.1.05.1.1.05.04.02.139 Pengelolaan Web Site BPBD Kota semarang 12.00 bulan Update Sistem Informasi OPD 

12 bulan

terupdatenya konten website skpd 

12 Bulan

25.000.000

166.640.000

1.1.05.1.1.05.04.02.099 Pengadaan Software Aplikasi pengembangan pusat data SKPD 

12.00 bulan

Pengadaan sofware Aplikasi terorganisirnya Data-data Kantor 12 

Bulan

40.000.000 40.000.000

1.1.05.1.1.05.04.02.024 Pemeliharaan Rutin/berkala 

Kendaraan Dinas / Operasional

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Service dan penggantian 

sparepart 12 bulan

terpeliharanya kendaraan dinas 12 

Bulan

124.500.000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.1.05.1.1.05.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala 

Gedung Kantor

BPBD Kota semarang 12.00 bulan Perbaikan Kamar mandi, 

plafond, lantai , kusen pintu 

dan jendela, dan pengecetan 

100 persen

terpeliharanya gedung kantor 1 

Tahun

50.370.000 47.870.000
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1. Masukan : 7.500.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 2 bulan

1. Masukan : 10.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 2 bulan

1. Masukan : 14.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 3 bulan

1. Masukan : 14.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 3 bulan

1. Masukan : 14.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 3 bulan

1. Masukan : 10.000.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 3 bulan

1.1.05.1.1.05.04.23 1.679.326.720

1. Masukan : 29.100.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 72.010.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 463.230.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 20.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

463.230.000

1.1.05.1.1.05.04.23.012 Penanggulangan Dan Evakuasi 

Korban Bencana

kedaruratan bencana 12.00 bulan Penanganan bencana oleh tim 

reaksi cepat dan tim kaji 

cepat 12 bulan

Tertanganinya penanganan 

bencana oleh tim reaksi cepat dan 

tim kaji cepat 12 Bulan

20.000.000 75.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.011 Operasional Posko Dan 

Penanggulangan Bencana Kota 

Semarang

kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Piket rutin kebencanaan 12 

bulan

Kesiapsiagaan rescuer BPBD dan 

Relawan 100 Persen

463.230.000

29.100.000 29.100.000

1.1.05.1.1.05.04.23.005 Gladi Lapang Penanganan 

Bencana

kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Penyelenggaraan Gelar 

Pasukan dan Gladi Lapang 3 

bulan

Terjalinnya koordinasi dengan 

instansi yang terkait kebencanaan 

100 Persen

72.010.000 72.010.000

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.1.05.1.1.05.04.23. Pengeloaan Kegiatan Hibah Dan 

Bantuan Sosial

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Bantuan Hibah Dan Bansos 

Selama 1 Tahun

Bansos Selama 1 Tahun

17.500.000

1.1.05.1.1.05.04.06.033 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa 

Perubahan

Dokumen skpd 100.00 persen Penyusunan RKA dan DPA 

perubahan 1 dok

dokumen rka dan dpa perubahan 7 

Buku

10.000.000 12.500.000

1.1.05.1.1.05.04.06.031 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Dokumen skpd 100.00 persen Penyusunan RKA dan DPA 

murni 1 dok

dokumeb rka dan dpa murni 7 Buku 14.000.000

16.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.029 Penyusunan Renstra Skpd BPBD Kota semarang 12.00 bulan Penyusunan Renstra OPD 1 

dok

dokumen renstra 7 Buku 14.000.000 14.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.028 Penyusunan Renja Skpd BPBD Kota semarang 12.00 bulan Penyusunan Renja OPD 1 dok Dokumen Renja SKPD 7 Buku 14.000.000

10.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.023 Penyusunan Pelaporan Prognosis 

Realisasi Anggaran

Dokumen skpd 100.00 persen Dokumen hasil laporan 

prognosis 5 dok

laporan prognosis 1 Dokumen 10.000.000 12.000.000

1.1.05.1.1.05.04.06.022 Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Semesteran

Dokumen skpd 100.00 persen Pelaporan keuangan 

semesteran 2 dok

dokumen pelaporan semesteran 12 

Bulan

7.500.000
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1. Masukan : 50.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 170.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 53.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 70.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 74.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 29.226.880

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 87.113.040

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 68.780.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 116.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 71.366.800

2. SDM : -

3. Waktu : -

116.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.042 Inventarisasi Dan Identifikasi 

Kerusakan Infrastruktur Dampak 

Bencana

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Penyelenggaraan koordinasi 

dan tersedianya data base 

kerusakan kerugian 

infrastruktur terdampak 

Terinventarisir dan teridentifikasi 

data kerusakan dan kerugian 

infrastruktur terdampak bencana 12 

Bulan

71.366.800 75.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.039 Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Penyelenggaraan sosialisasi 

guna adanya pengertian dan 

pemahaman bersama 

sehingga berkurangnya 

Terselenggaranya sosialisasi 

rekonsiliasi dan resolusi konflik 

sosial di kota Semarang 100 

Persen

116.000.000

87.113.040

1.1.05.1.1.05.04.23.034 Fasilitasi Pemberdayaan 

Kehidupan Sosial Ekonomi 

Dampak Bencana

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Terfasilitasi Bantuan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

bagi korban bencana 2 bulan

Kembali normalnya kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat 

terdampak bencana 2 Bulan

68.780.000 68.780.000

1.1.05.1.1.05.04.23.033 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 

Bencana

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

dokumen monitoring evaluasi 

dan pelaporan bencana 1 dok

Terlaksananya tatakelola 

manajemen pelaporan bencana 

100 Persen

87.113.040

74.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.025 Forum Prb kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Penyelenggaraan Sosialisasi 

Forum PRB 100 persen

Terjalinnya Koordinasi tentang 

kebencanaan 100 Persen

29.226.880 29.226.880

1.1.05.1.1.05.04.23.023 Pengurangan Resiko Bencana 

Berbasis Komunitas (prb Bk)

kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Workshop stakeholder 

kebencanaan berbasis 

komunitas dan pembentukan 

sekolah madrasah aman 

Workshop / FGD kebencanaan 

berbasis komunitas dan sekolah 

madrasah aman bencana 100 

Persen

74.000.000

53.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.022 Pengelolaan Bantuan Korban 

Bencana

kedaruratan bencana 12.00 bulan Bantuan Air Bersih dan 

pendampingan bantuan sosial 

12 bulan

Tersedianya Air Bersih 12 Bulan 70.000.000 175.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.020 Peningkatan Sdm Rescue kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Pelatihan relawan dan 

Anggota BPBD

Terciptanya SDM Recue BPBD 

yang terampil 

53.000.000

50.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.015 Penyediaan Logistik, Obat-obatan 

Dan Bantuan Korban Bencana

kedaruratan bencana 12.00 bulan Tersedianya bahan pangan 

logistik 12 bulan

Terpenuhinya bahan pangan korban 

bencana 100 Persen

170.000.000 300.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.014 Pemeliharaan Sarana Dan 

Prasarana Bidang Kebencanaan

kedaruratan bencana 12.00 bulan Pemeliharaan Sarpras 

kebencanaan 12 bulan

Terpeliharanya Sarpras 

Kebencanaan 12 Bulan

50.000.000
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1. Masukan : 87.500.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 102.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 116.000.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1.1.05.1.1.05.04.24 741.601.280

1. Masukan : 204.280.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 141.300.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 319.441.280

2. SDM : -

3. Waktu : -

1. Masukan : 76.580.000

2. SDM : -

3. Waktu : -

230.000.0001.1.05.1.1.05.04.24.005 Peningkatan Sumberdaya Manusia 

Ksb

kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Pelatihan skill atau 

kemampuan dalam 

penanganan darurat bencana 

27 kelurahan

Meningkatnya skill atau 

kemampuan anggota KSB dalam 

penanganan darurat bencana 27 

Kelurahan

76.580.000

185.000.000

1.1.05.1.1.05.04.24.004 Pengadaan Sarana Dan Prasarana 

Bidang Kebencanaan

kedaruratan bencana 12.00 bulan Penyediaan Sarana 

Prasarana Kebencanan 12 

bulan

Tersedianya sarana dan prasarana 

kebencanaan 12 Bulan

319.441.280 319.441.280

1.1.05.1.1.05.04.24.002 Pemantauan Dan Penyebarluasan 

Informasi Potensi Bencana

kesiap - siagaan menghadapi 

bencana 12.00 bulan

Media Kampanye Sosial, 

Tanda Rawan Bencana dan 

Media informasi Bencana 1 

paket

Meningkatnya pemahaman tentang 

potensi dan resiko bencana di Kota 

Semarang 100 Persen

141.300.000

564.000.000

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana

1.1.05.1.1.05.04.24.001 Kelurahan Siaga Bencana Pembentukan Kelurahan 

Siaga Bencana Di Kota 

Semarang 10 Kelurahan

Terbentuknya Kelurahan Siaga 

Bencana ( KSB ) 10 Kelurahan

204.280.000 300.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.049 Pemulihan Kembali Prasarana Dan 

Sarana Infrastruktur Akibat Bencana

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Penyelenggaraan sosialisasi 

serta penyediaan bahan 

bangunan dalam penanganan 

pasca bencana yang 

Terselenggaranya pemulihan 

Kembali Prasarana Dan Sarana 

Infrastruktur Akibat Bencana 100 

Persen

116.000.000

87.500.000

1.1.05.1.1.05.04.23.046 Pemulihan Kondisi Psikologis 

Akibat Bencana

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Penyelenggaraan sosialisasi 

terhadap masyarakat agar 

dapat mengelola beban 

psikologis sehingga tidak 

Terselenggaranya sosialisasi 

pemulihan psikologis pasca 

bencana di Kota Semarang 100 

Persen

102.000.000 102.000.000

1.1.05.1.1.05.04.23.044 Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca 

Bencana

Penanganan Pasca Bencana ( 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi ) 

100.00 persen

Dokumen pelaporan 

pelaksanaan kegiatan pasca 

bencana 2 dok

Terlaksananya tatakelola 

manajemen penanganan pasca 

bencana 100 Persen

87.500.000
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2017 dapat tersusun. 

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini 

diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.  

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 

2017 merupakan deskripsi dan realisasi program dan kegiatan pada tahun Anggaran 

2016 dan perencanaan Tahun Anggaran 2017. Hasil pencapaian berbagai indikator 

sasaran program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2016 telah diukur dan 

dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana anggaran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2017. 

Untuk mencapai keberhasilan didalam Renja ini selain dibutuhkan semangat 

pengabdian dan kerja keras dari kita semua, dibutuhkan pula kontribusi, dukungan, 

kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan 

pembangunan bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya perlu 

disosialisasikan kepada stake holder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi 

dan sinergisme pelaksanaan Renja ini. 

Meskipun dalam penyusunan Renja ini telah memperhatikan semua segi dan 

faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya 

mengingat perubahan lingkungaan baik eksternal maupun internal yang singkat 

cepat, kompleks dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya 

renja ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian 

dan penyempurnaan seperlunya. 



Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Tahun 2017 ~~ 39 ~~ 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan 

memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dalam 

penaggulangan - penangulangan bencana. 

 

Semarang, 1 April 2017 

Kepala Pelaksana 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota semarang 

 

 

 

R. AGUS HARMUNANTO, SH 

Pembina Utama Muda  (IV C) 

NIP.19630130 198803 1 010 


